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TAHUN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR GORONTALO, 

bahwa sehubungan dengan perubahan asumsi kebijakan 

keuangan daerah dan kerangka pendanaan serta rencana 

program dan prioritas daerah, tidak sesuai lagi dengan kondisi 

pengaturan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 27 

Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 

2020, 

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur 

tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021, perubahan 

RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi 

pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya 

ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, 

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur 

tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 27 

Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 

2020, 

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, 

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
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12. 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421): 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional, 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomro 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4405), 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 

Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indoensia Nomor 21, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4817), 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 310): 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 

Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang Rencana Pembanugnan Jangka Panjang Daerah 

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2007 - 2025 Provinsi 

Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo 

Nomor 03), 

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 8 Tahun 2017 

  

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
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Menetapkan 

Diundangkan di Gorontalo 
pada tanggal 

(RPJMD) Provinsi Gorontalo tahun 2017 - 2022 (Lembaran 

Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 08), 

13. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 27 Tahun 2020 tentang 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020 (Berita 

Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 27), 

14. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2019 

tentang APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020 

(Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 2019), 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 27 TAHUN 2019 
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 
2020. 

Pasal I 

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 

27 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 

2020 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 27) 

diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Provinsi Gorontalo. 

Ditetapkan di Gorontalo 
pada tanggal 27 Juli 2020 

DITANDA TANGANI SECARA | 

ELEKTRONIK OLEH : 

RUSLI HABIBIE 
Gubernur Gorontalo 

  

27 Juli 2020 
SEKRETARI 3 OVINSI GORONTALO 

V 

DARDA DARABA 

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 31...
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